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SAI, IITAN

PEMERI

PERATT.'RAN DAERAH KABTIPATEN KEDIzu

liOrVOR 7 TAHTN 2001

TEN-TANG

PEMBENTUKA}I, PENGI{APUSAN DA}.i PENGGABIINGA}I DESA

Meaimbaog :

DENGAN RAHMAT TT]HAN YA}\TG MAFIA ESA

BUPATIKEDIRI

bahwa rmtuk kelancaran penyelenggaraao Pemcriatahan Desa"

pembaoguoan dan pembcrdayaan yaag hdaya grma daa beilasil gur4

maka perltr merDhtuk Peraturan DdErah teilaog Peobem*aq

Pengh4ilsao, dan Pooggabungpa Desa-

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemberi ntk:i:

Daprah-daerah Kabuparca dalam Lrngkungan Propinsi Jaua finu:':

rl.ernbaan Negara Republik Indonesiz Tal'irr l9-i0 Nomo' '1")

Tar:bahas Lerrt-'aran Negar R:publii:- Indcnesi'-i |'tr:mor 9)

2. UnCaog-uri<iang Nomor 8 Tahur 1974 tntarig Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Ncgara Rcpr$iik lodoacsta I'ahun 1974

Nomor 55 Tambahao Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor

3041;';

3. Uodang-uadang Nomor 22 Tahun 1999 teotaoS Peorrintahm

Daerah (L,embaraa Negara Republik Indooesia Tahro 1999 Nomor 60

Tambahan Lrobaran Negara RatrSlik IndoasiaNomor 3839);

4. Undang-uodaag Nomor 25 Tatxm 1999 le$aog Periobmgao

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (-embaral Negara

Republit Indonesia Tahrm 1999 Nomor 72, Taobaban Lembara.n

Negara Repr$lik Iadoaasia Nomor 3&18) ;
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5. Uadang:rmdang No'mor 43 Tahun 1999 tqltaug Perubahan alas

Undaag-rmdang Nomor { Tahrm 1974 tentaag Pokok'pokok

Kepegauraiaa (Ledbarao l'Iegara Republik Indoaesia Tahuo 1999

].Iooor 169, Tamb"han kmba.raailogaraRepublikJodomial'lomor

3890);

5. Peraturaa-fc,merintah Nomor 2J Tahrm 2000 tsntaog Kerreaaagaa

Pemeriotah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otoaom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambatraa LembaranNegara Republik Indooosia Nomor 3952);

7, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tetnik

Peoyusunan Peraturaa Penrndang-uadangan dao Betrtuk Raoqapgan

Undang-undang, nancangao Peratuan Pemerinah dao Rancangan

KeputusaaPresiden ;

g. Peraturan Menteri Dalam l'tregeri Nmor 4 Tahuo 1999 t€rfaag

peocahfral bobcrapc Perafurao MGnIeri Dale Neggd, Kepuu$an

- Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Meded Dalam Negeri mengenai

pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahua 1979 tenlaqg

Pemerintahaa Desa;

9. Keputusaa Menteri Dalaor Negrri Nomor 63 thhu 1999 tontaag

Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahas dalam

Peayelenggaraan Pemerintahafl Desa dan Keluraban;

1O Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahuo 1999 tcnt"ng

Pedomaa Umum Pongaturan Meogenai Dosa.

Dengan Persetuj-"n

DEWAIq PERWAKII,-{N RAKYAT DAERAH KABT]PATEN KEDIRI

MEMUTUSKAN:

It{fosTSPhD : PERATT]RA}.{ DAERAH KABTIPATEN KEDru TENIA}.IG

PEMBH!1'UKAN, PENGHAPUSAN bAN PENGGABT]NGAN DESA

BAB I
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KETENTUANIIMTJM

Pasal 1

Dalam Peraturaa Daeratr ini yang dimaksud dengan :

a Daerah, adalah KabuPaten Kediri ;

b. Pemerintah Daera!, adalah Kepala Daorah beserta Paangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan EksekutifDaerah ;

c. Kepala Daerah, adala! Bupati Kediri ;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabrpatea Kediri selanjutnya

disebut DPRD, adalah Badaa Legislatif Daerah ;

e. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yaag memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepontingiao nasfdrakar

setempat berdasarkan a^sal-usul datr adat istiadat set€'mpat yaog

diatui dalam sistem Pemeriutahan Nasional dan berada di Dacrah ;

f. Pemeriatahan Des4 adalah kegiatan pemerintahan ysg afttsaaalan

oleh Pemerintah Desa dan Badaa Peruakilan Desa;

g. Pemerintah Desa, adaiah iiepaia Desa dan Peraaglat Dosa;

h" Badan Perwakilan Desa yr-'rrg sela:rjutnya disebut BPD, adalab

Badan perwakilatr yo-ng' lerdili atas pemuka-pemuka masyarakat yang

ada di Desa yaag beifr:ngsi mengayomi adat istiadat, membual

Pcraturan Dosa, menamprmg dan menyalurkan aspirasi masyarakaq

&fia melakukan pengaw:Nan terhadap penyolenggaraan

Pemerintahan Desa;

i. Dusuo, adalah bagian wilayah dalam Desa yang

lingkungan ke{a pelaksanaaa Pemorintahan Desa ;

j. Pembentukan Desa, adalah suatu tindakaa Pembentukaa Dosa baru di

luar Desa yang telah ada alau sebagai akibal pomecahao Desa

monjadi Des:- baru ;

k. Penghapusan Des4 adalah tindakal meniadakaa Desa yaog ada ;

l. Penggabwrgan Dgsa. eC:i:h p:lg-tabl::r3an 2 (dua) Desa atau lebih

mcnjadi I (satu) De:: l':r:.; l

m. Pemecahaa Desa, adalaii:lndakan nernbagi wilayah Desa meqiadi 2

(dua) atau lebih Pemcrin:iai:r:r Desa 1'ang berdiri sendiri ;

n" Desa Persiapan, adalair Desr baru sebagai hasil pemecahao pog

dipersiapkan menjadi Dcsa definitif.

r



BAB tr

PEMBEIITI]KAN?ENGHAPUSA}I DA}I PENGGABUNGA}I DESA

Pasal 2

Q)

(3)

(1) Dosa dibeotuk alas prakarsa masyara&ar aeogan nqcrhatifaa

asal-usul Desa dan persyaratan yang direofirkan sesuai d@gan

Londisi sosial budaya masyarakat setcmpat ;

Pemb€'ntutaa Desa sebagaimaaa dimaksud eaaa afat (1) tsrjadi

karena pembentukan Desa baru di luar Desa yang tclat qAq dtau

sebagai akibat Pemecahan Desa ;

Pembenhrkan Dasa sebagaioaoa dinalsrd yb qat (l) harus

meanenuhi faldor-faktor sebagai berikut :

a Faktor penduduk, yaitu jumlah penad* bagi l€iltptutry

suaru Desa banr sedikitdikiraya 1.500 (secibu lioa ratus) jiwa

atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga ;

b. Faktor luas wilayal, yaitu luas wilayah yang tcdgagteu ryara

befiaya guna dan bcrhasil gma dalam raagb tetgoga'ao

pelayanao daa pembinaan masyarakat ;

o. Faktor letak, yaitu wilayah yang memiliki jariryn lfthubu1g3tr

atat komrmikasi antax dusrm-dusun yaog letatpya

memungkiakan terpenuhhya faktor luas wilalah t4rr$E huruf

b;
d Falcor pra-sarana dan satara" yaitu tersediarya atarr&eutngkiDan

tersedia[ya prasarana daa sarana perhubungan pgmasara&

sosial, produksi, prasaraoa daa sarana pemoriatabalDesa ;

e. Faktor sosial budaya, yaitu suasana yaag meoberitan

kvmungkiun adalrya kertrkunan hidup bcmgma dalt ksn&unan

hidup bermxyarakar dalam hubunganrrya dengan adat isiadat ;

f. Faktor kehidupan masyarakal, yaitr tersedia trya t€mpat untuk

mata pencaharian masYarakat ;

4



Dalam pembenflrkan Desa berdasarkan faktor-faktor tersebut

pada huruf a sampai dengan f, pedu memperhafikaa Pola Tata

Ruang Desa yang memungkiskan kelaacaraa pe*eoebangan

Desa yang selaras dan sosuai dengan Tata Pemerintahan Desa"

Tata Masyarakat da[ Tala Ruang Fisik Desa, guna

mempertahankaa keseimbangan lingkungan yang lestari'

Pasat 3

Desa yaog kondisi masyaratat dan wilayatoya tidak lagi memeauhi

p€rsyaratao dapat dihapus atau digabuog.

Pasal 4

(l) Desa yang oleh karena porkembangan keadaatr dao pgrtiobasgatr

pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayaoan terhadap

masyarakat Desa dimungkinkan untuk dipecah ;

(2) Tata c:ua dar- syarat pemecahao Desa sebagaioaoa dioaksud pada

ayat (1) memperhatikan pasal 2 ayat (3) ;

(3) Pembentukan Lembaga Kepala Des4 BPD, Seketariat Desa,

Pelaksaaa Teknis, Kepala Dusun dan kmbaga-lombaga Desa

lainny4 sistem pengadaaa saraaa daa prasaxam frsik Pemeriniahaa

Desa me{adi taqgung jawab Kepala Desa bersaraa-sama BPD

. 
Desa induk ;

( ) Kepala Desa, BPD, Sekrearis Desa, Kepala'kepala Urusaa'

Pelaksma Teknis daa Kepala Dusua yaog telah ada teiap

menjalaokan tugas ctan flmgsinya sebagaimana mestinya sampai

deagan terbentukaya lembaga-lembaga baru di Desa baru

scbagaimana dimaksud pada ayat (3) ;

(5) Perangf,at Desa yang telah ada menjadi perangkat Desa di Desa

dimana yang bersangkutan berdomisili.



Pasal 5

(1) Jumlah anggota BPD di Desa baru daupun di Desa lama ditetapkao

bordasarkaa Peraturaa Pefladangi.uodaogo yang berlatu ;

(2) Anggota BPD yaag t€lah ada tetap mc4iadi Alggota BPD di Dcsa

dimana yang bersangkutan berdomisili.

Pasd 6

pcmbcdayaan Deea. persiapaa dilakukaa oloh Pemerialabaa Dosa Iaduk

dengaa mernperbarikan arahao dari Pemerintah Kabupa:ren dan

Ke.amatan.

Pasal 7

(l) saelah l,embagn l€obaga Dosa di Desa batu 6tecsiaOan) terbeatrrii

sebagaimana dimalsd dalam pasal 4 ayat (3) Kcpala Desa atas

pecetujuan BPD mengusulkan kepada Kspala Dacrah melalui

Camat uohrk meagesattao Dcsa baan {peniaeao) majadi Desa

definitif;

(2) Pengo,sahan Desa defmitif sebagaimana dimatisud pada ayat (l)
dilakutan oleb Kepala Daerah sete.hh meadapar pus€qriuao DPRD.

Pasal 8

(t) P€mbeffikaq Penghapusao dao Penggnbunepn D€sa ditetaptar

dalanr Peratr.raa Desa ;

(2) Peraturan Desa sebagaimaaa dimaksud pada ilyal (l) metnrtat maleri

mengenai :

a. Latar belataas/pertimbaqatr ;

b, Nama De.sa In&k mauprmDesaBaru;

c. Luas Desa Baru marprm Desa Induk ;

d. Peta dan batas-batas wilayah ;

o
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o. Jumlah pcodudu! jumlah KIq jumlah somah Dc'sa biuu maupun

Dosa lama ;

f. Pembagiaa sumbcr-sumbcr peadapatan Desa ;

g. Pcngadaan prasaran dan sarana fisik Pcocrintahan Dcsa ;

h Peoetapan Peraqkat Desa ;

i. Penetapan anggota BPD ;

j. Penetapan lembaga-lembaga Desa yaog a& ;

k. Rinoiao tentang kowenaagan

Pasal 9

(1) Dusuo yang situasi kondisi masyarakat dao wilayabya rclah

momenuhi persyaratatr atas prakara masyara&at dryt dip€cah

dcqan memperharikar :

a Jumlah pendu&rt sekuraag*urangnya 1500 jiwa;

b. Luas Dusrm ;

c. Kondisi sosial budaya masyarakat ;

d. Irtakgeografis;

e. Tingkat pclayanan kcpada masyamkat.

(2) Pemecahan Dusuo sebagaimana 'limaksld Wfu e!il (l) dit€tapkan

dalam Peraturaa Desa setelah mendapal persctujuaaXcpalaDaerah ;

(3) S),-arat-s}"drat pemccahan Dusua sebagaimasa dimaksud pada ayat (t)

akan diatur lebih tanjut oleh Kepala Dacrah.

BAB M
KE"TENTUAN PERAIIIIAN

Pasal f0

Ilal-hal yaog belum diatu dalam Peraturan Dacrah ini, sepanjang

mengeoai pelaksanaannya a*ao diatrr lcbih laqid ol€h Kepala Daetah'



BAB IV
KETENTUANPENUTUP

Pasal ll

Peraturaa Daerah iai mulai berlaku pada pnggal diuadaagkan.

Agar sctiap orang dapat mongctahuiny4 mcmerintabkao penguadangr,l

Peraturao Daorah ini dengaa penempafrnnya dalan kmbaran Daerl:r

Kabupatcar Kediri,

Disabkao di Kediri
padatangeal 2 Jrloi 2001

BlJPAfi KEDru

K. H. SI'TRISNO

Disaiia sesuai dsngan aslbya
Yang Mengambil $:linrn

A.n. BIIPATIKEDIRI

TTD

Diundangtan di Kediri
pdztatggal 2 Juni 2001

SEKRE'TARIS DAERAH

TTD

h. tL ItvIAM SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2OOI NOMOR 6/D SERI D

a

Penbina Utama Muda
N1!'.510 053 349



PENJEI-A.SAN

ATAS

PERATI.IRA}TDAERAH KABIJPATES KEDIRI

NOMOR 7 TA}ILN 2OO1

TENIANG

PEMBENTUKAN, PEI..rcHAPUSAN DA}.I PE}.IGGABIjT.IGAN DESA

L PENJELASANLMJIvL

Bahwa uuu&. lehih qerriqgtqtl<an PemeriorabaoDese yang lcbih bordaya guoa

daa bcdasil grura scsuai dcngaa pqtonbangan jaman do mcoindaklaajuti kaentuan

psda pasal 93 Undaag-undang Nomor 22 Tabuo 1999 dan Kcpuusaa lviortcri Dalas

l{ege,ri }bmor 64 Tahm 1999, ^lta dipaodang perlu aeoetapkaa Peratrran DacraL

tentao8-Pcobeotuta!, PeogbailEao. das Pro8gahrsgaoD€sa

tr, EE}IJELASANPASALDEMIPASAL

Pasal I sampai deagan pasal 1l ; C\rknpjclas

-DokHk-


